PENGUMUMAN / PERATURAN P

PEMBEBASAN, KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN PAJAK DAERAH KEPADA PERWAKILAN
NEGARA ASING, PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING DAN
BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL

(Pefaturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 101 Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
124 Tahun 2009 telah ditetapkan mengenai
pemberian fasilitas pembebasan, pengurangan
atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
berdasarkan asas timbal balik bagi perwakilan
negara asing;

bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai
pembebasan pajak daerah berdasarkan asas tim-
bal balik (reciprocitas) sebagaimana dia-tur dalam
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah, pembebasan Pa-
jak Daerah bagi badan atau perwakilan lembaga
internasional yang diberikan oleh Pemerintah se-
bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Re-
tribusi Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pem-
bebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan
Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing,
Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau
Perwakilan Lembaga Internasional;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan
Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya menge-
nai hal memperoleh kewarganegaraan dan penge-
sahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Kon-
suler beserta Protokol Operasionalnya mengenai

hal memperoleh kewarganegaraan;

| 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang |

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang |
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bebera-
pa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang |
Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 |
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemun- |
gutan Pajak Daerah; '

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.
07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lem-
baga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea |
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; '

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.
07/2010 tentang Bada n atau Perwakilan Lem-
baga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN GUI3ERNUR TENTANG PEMBEBASAN, |
KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
DAERAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING, PE-
JABAT PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN |
ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL. '

BAB |
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud

dengan ;.

i

10.

12,

Kementerian Sekretariat Negara adalah Kement-
erian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan adalah Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Luar Negeri adalah Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perang-
kat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemer-
intahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplo-
matik dan/atau konsuler yang diakreditasikan ke-
pada pemerintah Republik Indonesia, termasuk
perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakredita-
sikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi in-
ternasional yang diperlakukan sebagai perwakilan
diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan
berkedudukan di Indonesia.

Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
adalah suatu perwakilan organisasi internasional
di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-
badan di bawah perwakilan negara asing dan
organisasi/lembaga asing lainnya. yang melak-
sanakan kerja sama teknik yang bertempat dan
berkedudukan di Indonesia.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selan-
jutnya disingkat Badan Pajak dan Retda adalah
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Dae-
rah Khusus lbukota Jakarta.

Kepala Badan Pajak dan Retda adalah Kepala
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Dae-
rah Khusus lbukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selan-
jutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu-
kota Jakarta

Kepala BPKD -adalah Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus {bu-
kota Jakarta

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang teru-
tang oleh orang priBadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Asas timbal balik (reciprocitas) adalah perlakuan
perpajakan yang sama oleh suatu Negara terha-
dap Perwakilan Negara Republik Indonesia ber-
dasarkan persetujuan atau ratifikasi Konvensi

Wina Tahun 1961.
Perusahaan Perwedia Tenaga Listrik adalah PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) distribusi Ja- |
karta Raya dan Tangerang atau perusahaan listrik

lain yang ditunjuk.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dis-
ingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/

atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang se- |
lanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas pe-
nyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepi-
hak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan

ke dalam badan usaha.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas peng-
gunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tem-
pat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan |
berkaitan dengan pokok usaha- maupun yang dise-
diakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang |
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame. 23.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang |
dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan |
dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan

dimiliki, dikuasai,

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.

BAB Il
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RUANG LINGKUP b. Pejabat perwakilan konsulat jenderal dan kon-
Pasal 2 i sulat: !
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : 1. konsulat jenderal serta pasangan;
a. pendelegasian kewenangan pembebasan Pajak; 2. konsul serta pasangan; _
[ b. objek Pajak; 3. pejabat  diplomatik konsulat  serta
c. subjek Pajak; pasangan;dan
d. pembebasan Pajak; 4. staf administrasi dan teknik konsulat serta |
| e. kelebihan, pembayaran Pajak; dan [ pasangan. '
f. penagihah Pajak. (3) Termasuk Pejabat Perwakilan Negara Asing se- |
bagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak
‘ BAB il s pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat Per-
PENDELEGASIAN KEWENANGAN wakilan Konsulat Jenderal dan Konsulat, sepan-
: PEMBEBASAN PAJAK jang Perwakilan Negara Indonesia memperoleh
| Pasal 3 perlakuan yang sama di negaranya.
| Gubernur mendelegasikan kewenangan pem- | (4) Perlakuan Pajak kepada Perwakilan Negara Asing
‘ bebasan Pajak berdasarkan azas timbal balik (reci- dan Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagaima-
| procitas) kepada Kepala Badan Pajak dan Retda. ' na dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
diberikan dengan ketentuan:
BAB IV a. diberikan berdasarkan asas timbal balik (reci-
| OBJEK PAJAK procitas), sesuai perlakuan dan/atau besaran |
Pasal 4 pembebasan pajak yang diberikan kepada per- |
Pembebasan Pajak meliputi : wakilan Negara Indonesia di negaranya;
| a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. diberikan sebagian atau seluruhnya dari. Pajak
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; yang terutang; dan
c. Pajak Penerangan Jalan; c. tidak berlaku bagi pejabat Perwakilan Negara
d. Pajak Reklame; Asing yang berkewarganegaraan indonesia. |
e. Pajak Parkir; : (6) Perlakuan Pajak kepada Badan atau Perwakilan
f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Lembaga  Internasional sebagaimana dimaksud
g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; pada ayat (1) huruf ¢ diberikan dengan ketentuan:
h. Pajak Hotel; dan a. ‘éepanjang diatur dalam perjanjian internasi-
i. Pajak Restoran. onal yang dibuat antara pemerintah Repub-
lik Indonesia dengan Badan atau Perwakilan |
BAB V Lembaga internasional; |
SUBJEK PAJAK b. telah ditetapkan Kementerian Keuangan ses-
Pasal b uai dengan ketentuan peraturan perundang-
(1) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam | undangan; dan |
Pasal 4 diberikan kepada : | ¢. tidak menjalankan usaha atau melakukan keg-
a. Perwakilan Negara Asing; iatan lain di luar fungsi dan tugasnya.
‘ b. Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan
i c. Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional. BAB VI
| (2} Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagaimana PEMBEBASAN PAJAK
i dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : Bagian Kesatu
| a. Pejabat perwakilan diplomatik : . PKB dan BBN-KB
1. duta besar serta pasangan; Paragraf 1
2..wakil duta besar serta pasangan; | Pembebasan PKB dan BBN-KB
3. kuasa usaha tetap serta pasangan; | Pasal 6
4. pejabat diplomatik serta pasangan; dan [Bersambung]
5. staf administrasi dan teknik serta pasangan.
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